
KEPUTUSAN REKTOR UNTVERSITAS INDONESI.A

NoMoR 1645 t sxn.turl 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM ZONA INTEGRITAS PERGURUAN TINGGI

NEGERI BADAN HUKUM FAKULTAS ILMU SOSI,AL DAN ILMU

POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Menten

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9O Tahun

2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Instansi Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Indonesia ikut serta

sebagai salah satu fakultas yang melakukan

implementasi 7-ona lntegitas menuju Wilayah

Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM);

b. bahwa untuk melancarkan proses menuju

tercapainya Zona Integritas Perguruan Tinggi

Negeri maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik perlu mengangkat Tim Khusus;



Mengingat
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

disebut dalam butir menimbang hurrf a dan

huruf b di atas, maka perlu ditetapkan

Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang

Pengangkatan Tim 7-ona Integritas Perguruan

Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Indonesia;

l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi (trmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

s336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

Pengelolaan Perguruan Tinggi (L,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5500);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang

Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5a941;



-3-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2O15

tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O15 Nomor 110, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5699)sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2O2O (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

6a6tl;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021

tentang Statuta Universitas Indonesia (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor

151, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6695);

8. Peraturan Presiden Nomor 8 1 Tahun 20 I O tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2OIO-2O25;

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 l8 tentang

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
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10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 90 Tahun 2O2l tentang

Pembangunan dan Evaluasi 7-ona Integritas

Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 1571);

I 1. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas

Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/20 15

tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas

Indonesia;

12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas

Indonesia Nomor O2O/SK/MWA-VI I 2Ol9 tentang

Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia

Periode Tahun 2Ol4-2O19 dan Pengangkatan

Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2O19-

2024:'

13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor

1 30 / SK/ R/ Ul I 2022 tentang Struktur Organisasi

Universitas Indonesia 2O2 | -2024 ;

14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor

806/SK/R/UI/2O22 tentang Perubahan Atas

Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor

2514/SK/R/Ul/2O2L tentang T\rgas Pokok,

Fungsi, dan Peta Jabatan

Biro/Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana

Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian

Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas

Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan

Hukum 2O2l-2O24;



Memperhatikan

Menetapkan:

KESATU:

KEDUA:

Nota Dinas Sekretaris Universitas Indonesia Nomor:

ND- 1 5 1 3/UN2.SU/OTL.O4 .OO I 2022 tanggal 28 Juni

2022 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan

Rektor tentang Pengangkatan Tim 7.ona Integritas di

Lingkungan Universitas Indonesia;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN REKTOR UNWERSITAS INDONESIA

TENTANG PENGANGKATAN TIM ZONA INTEGRITAS

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSTAL DAN ILMU POLITIK

UNMERSITAS INDONESIA.

Menetapkan syarat-syarat Tim 7-ona Integritas

Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Indonesia, sebagai berikut:

1. Status Pegawai FISIP UI (ASN-PUI-PI(WT).

2. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai.

3. Kompeten dan bertanggung jawab.

4. Taat aturan disiplin pegawai.

5. Mempunyai pengaruh positif.

6. Inovatif dan proaktif.

7. Keterwakilan unit kerja dan organ di FISIP UI.

Mengangkat Tim 7-ona Integritas Perguruan Tinggi

Negeri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Indonesia, dengan susunan sebagaimana tercantum

pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
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KETIGA:

KEEMPAT:

KELIMA:
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Menetapkan tugas dan wewenang Tiln 7-ota Integritas

Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Indonesia sebagaimana tercantum

pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

Anggaran Tim 7-ona Integritas Perguruan Tinggi Negeri

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Indonesia dibebankan pada anggaran FISIP UI.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Padatanggal }E A6*tu? LO\z
Rektor Universitas Indonesia,

.ltt
Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

f\Nre rs62ot2atsa81 1 lool
\
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNTVERSITAS INDONESIA

1643 tsrln tlcl,/2o22

Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto

Dwi Ardhanariswari Sundrijo, Ph.D

PENGANGKATAN TIM ZONA INTEGRITAS

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSTAL DAN ILMU POLITIK

UNWERSITAS INDONESIA

SUSUITAIT TIU ZONA IITTEGRITAS PERGI'RUAN TIITq}I ITDGERI BADAI|

HT'I(IM FAI('LTAS ILMU SOSIAL DAI| ILMU PIOLITIK

I'NIVERSITAS INIX)I| ESIA

Penanggung Jawab

Ketua Pelaksana

Pengungkit 1: Manajemea Perubahan

Koordinator Rhino Ariefiansyah, S.Sos., MEAP.

Pengungkit 2: Penataan Tatalaksana

Koordinator Bhakti Eko Nugroho, S.Sos., M.A.

Pengungkit 4: Penguatan Akuntabilitas

Tiwi Gunarti, A.Md.

Pengungkit 5: Penguatan Pengawasan

Koordinator Drs. Raymond Michael Menot

Penguagkit 3: Peaataan Slstem ilanqiemen SDU Aparatur

Koordinator Dr. Lidya Triana, M.Si.
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Pengungktt 6: Peningkatan Kuditas Pelayanan Rrbltk

Koordinator Snezana Swasti Brodjonegoro, M.A.Sc.

Sekretariat 1. Adik Kumia Wibisono, S.H.

2. Astri Wulandri, S.Kom.

3. Rahma Octaviani, S.E.

4. Rahmah Pujiawati, S.E.

5. Rinda Ismawati, S.AP.

6. Sri Kurniasih, A.md. A.PS.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal flF [6
Ind

u*w *olz
Rektor Universitas onesla,

,[
Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

JE$t Nrp ts62ot2atsa81 1 lool
\'
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR

TENTANG

lb47 tswnturt2o22

PENGANGKATAN TIM ZONA INTEGRITAS

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSI.AL DAN ILMU POLITIK

UNMERSITAS INDONESIA

TUGAS PiOKOK, FI,I|GSI, TANGGT,UG JAWAB, DAN WEWEI|AITG TIU
ZOIfA II{TDGRITAS FISIP UI

Peran Ketua Pelaksana

T\rgas Pokok:

l. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan 7-ona

Integritas di FISIP UI.

2. Mengkoordinir pelaksanaan pembangun arr Tnna Integritas di FISIP UI.

3. Mengawasi pelalsanaan pembangunan Zona Integritas di FISIP UI.

4. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan Tnna lntegn+as pada setiap area perubahan.

Fungsi:

1. Ketua investigator jika ada penyimpangan (korupsi, kecurangan, dll).

2. Ketua tim audit internal.

Tanggung Jawab:

l. Ketua memutuskan tindak lanjut hasil audit.

Wewenang:

1. Perencanaan, pengorganisasian, penerapan, monitoring dan evaluasi.

2. Pendelegasian wewenang kepada Koordinator Pengungkit.

3. Ketua tim reform internal.
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Peran Koordirator dalan Pengungkit I

T\rgas Pokok:

1. Menyusun program kerja pembangonan Zl berdasarkan indikator dalam

manajemen perubahan (pengungkit 1), yaitu tim kerja, dokumen rencana

pembangunan zona integritas, pemantauan dan evaluasi pembangunan

WBK/WBBM, dan perubahan pola pikir dalam budaya kerja. (sesuaikan

dengan LKE pengungkit masing-masing).

2. Membuat rencana aksi untuk tahun berjalan dalam pembangonan Zl

FISIP UI, beserta target - target capaiannya. Mengawal pelaksanaan

pembangunan ZI terutama untuk pengungkit I yaitu manajemen

perubahan (sesuaikan dengan pengungkit masing-masing).

3. Melakukan monitoring rencana aksi pengungkit I dan evaluasi

persentase capaian target pengungkit 1.

4. Melakukan evaluasi secara keseluruhan malajemen perubahan pada

selunrh pengungkit (khusus pengungkit l).

5. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ZI

terutama untuk pengungkit 1 yaitu manajemen perubahan.

6. Menyelesaian permasalahan yang muncul selama pelaksanaan

pembangunan ZI terutama untuk pengungkit I yaitu manajemen

perubahan.

Fungsi:

1. Sebagai pen5rusun, pelaksana, dan pengontrol untuk pelaksanaan

pembangunan Zl terutama untuk pengungkit 1 manqjemen

perubahan.

2. Sebagai penanggungiawab jika ada permasalahan terkait pelaksanaan

pembangunan ZI terutama untuk pengungkit I yaitu manajemen

perubahan.

Tanggung Jawab:

1. Memastikan pelaksanaan rencana aksi dalam pengungkit 1 sesuai

dengan rencana aksi yang disusun.

2. Memastikan monitoring evaluasi terlaksana secara rutin.
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3. Memastikan adanya penyelesaian jika ditemukan permasalahan atau
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk
pengungkit I yaitu manajemen pembahan.

4. Melakukan pembaharuan kegiatan pembangungan ZI sesuai dengan
perkembangan ilmu dan teknologi.

Peran Kootdlnaf,el drlala PeagUagHt 2

T\rgas Pokok:

l. Men5n-rsun program ke{a pemban gnan Zl berdasarkan indikator
dalam manajemen tata laksana (pengungkit 2), yaitu prosedur

operasional tetap (SOP) kegiatan utama, e-oflice dan keterbukaan
informasi.

2. Membuat rencana aksi untuk tahun be{'alan dalam pemban gona,- zr
FISIP UI, beserta target - target capaiannya.

3. Mengawal pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk
pengungkit 2 yaitu manajemen tata lalsana.

4. Melakukan monitoring rencana aksi pengun Cl<tt 2 dan evaluasi
persentase capaian target pengungkit l.

5. Mengidentifrkasi permasalahan daram pelaksanaan pembangunan zI
terutama untuk pengungkit 2 yaitu manajemen tata laksana.

6. Menyelesaian permasalahan yang muncul selama pelalsanaan
pembangunan Zl teruta:rita untuk pengungkit 2 yaitu manajemen tata
laksana.

Fungsi:

1. Sebagai penyusun, pelaksana, dan pengontrol untuk pelaksanaan
pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 2 yaitu manajemen tata
laksana.

2. Sebagai penanggungiawab jika ada permasalahan terkait pelaksanaan
pembangunan Zl terutama untuk pengungkit 2 yaitu manajemen tata
laksana.
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Peran Koordinator dalam Pengungkit 3

Tugas Pokok:

1. Menyusun program kerja pemban gu.nan Tnna Integritas berdasarkan

indikator dalam area Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia

(pengungkit 3), yang meliputi Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai

dengan kebutuhan, Pola Mutasi Internal, Pengembangan pegawai

berbasis kompetensi, Penetapan kinerja individu, Penegakan aturan

disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, dan Sistem Informasi

Kepegawaian.

2. Membuat rencana aksi untuk tahun berjalan dalam pemban gunan Zl

FISIP UI dalam area penataan manajemen sumber daya manusia,

beserta target - target capaiannya.

3. Mengawal pelaksanaan pembangunan Zl terutama dalam bidang

penataan manajemen sumber daya manusia.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosentase capaian

target pembangnan ZI dalam area penataan manajemen SDM.

5. Mengidentihkasi permasalahan dalam pelaksanaan pembangtnan Zl

terutama untuk pengungkit 3 yaitu penataan manajemen SDM.

6. Menyelesaian permasalahal yang muncul selama pelaksanaan

pembangunan Zl terutama untuk pengungkit 3 yaitu penataan

malajemen SDM.

Tanggung Jawab:

1. Memastikan pelaksanaan rencana aksi dalam pengungkit 2 sesuai

dengan rencana aksi yang disusun.

2. Memastikan monitoring evaluasi terlaksana secara rutin.

3. Memastikan adanya penyelesaian jika ditemukan permasalahan atau

ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemban gxlen Zl terutama untuk

pengungkit 2 yatnt manajemen tata laksana.

4. Melakukan pembaharuan kegiatan pembangungan ZI sesuai dengan

perkembangan ilmu dan teknologi.
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7. Menyiapkan dokumen-dokumen acu€ul dan dokumen pendukung

pelaksanaan operasional untuk pengungkit 3 yaitu penataan

manajemen SDM.

8. Berkoordinasi dengan pengungkit lain dalam rangka menjaga

keselarasan pembangunan ZI dan mengupayakan solusi jika

mengalami kendala dan permasalahan.

Fungsi:

1. Mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, dan monitoring

evaluasi untuk pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk

pengungkit 3 yaitu penataan manajemen SDM.

2. Penanggungiawab dan koordinator yang menjembatani jika ada

permasalahan terkait pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk

pengungkit 3 yaitu penataan manajemen SDM.

Tanggung Jawab:

1. Memastikan pelaksanaan rencana aksi dalam pengungkit 3 berjalan

sesuai dengan rencana aksi yang disusun

2. Memastikan monitoring evaluasi terlaksana secara rutin

3. Memastikan adanya upaya penyelesaian jika ditemukan permasalahan

atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemban glnan Zl temtama

untuk pengungkit 3 yaitu manajemen SDM.

4. Melakukan pembaharuan kegiatan pembangungan ZI sesuai dengan

perkembangan ilmu dan teknologi

Peran Koordlnator dalam Pengungklt 4

T\rgas Pokok:

1. Menyusun program kerja pembangttnan ZI berdasarkan indikator

dalam Penguatan Akuntabilitas (pengungkit 4).

2. Membuat rencana aksi untuk tahun berjalan dalam Penguatan

Akuntabilitas, beserta target - target capaiannya.

3. Mengawal pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit

4 yaitu Penguatan Akuntabilitas.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi akan prosentase capaian target.
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5. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pembangonan Zl

terutama untuk pengungkit 4 yaitu Penguatan Akuntabilitas'

Menyelesaian permasalahan yang muncul selama pelaksanaan

pembangunan Zl terutarna untuk pengungkit 4 yaitu Penguatan

Akuntabilitas.

6. Menyiapkan dokumen-dokumen acuzul dan dokumen pendukung

pelaksanaan operasional Penguatan Akuntabilitas.

Fungsi:

1. Sebagai penyusun, pelaksana, dan pengontrol untuk pelaksanaan

pembangunan Zl terutama untuk pengungkit 4 yaitu Penguatan

Akuntablitas.

2. Sebagai penanggungiawab jika ada permasalahan terkait pelaksanaan

pembangunan ZI tenttarrLa untuk pengungkit 4 yaitu Penguatan

Akuntabilitas.

Tanggung Jawab:

1. Memastikan pelaksanaan rencana aksi dalam pengungkit 4 sesuai

dengan rencana aksi yang disusun.

2. Memastikan monitoring evaluasi terlaksana secara rutin.

3. Memastikan adanya penyelesaian jika ditemukan permasalahan atau

ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk

pengungkit 4 yaitu Penguatan Akuntabilitas.

4. Melakukan pembaharuan kegiatan pembangungan ZI sesuai dengan

perkembangan ilmu dan teknologi.

Peran Koordinator dalam Pengungklt 5

T\rgas Pokok:

1. Menyusun program kerja pembangu:nan Zl berdasarkan indikator

dalam Penguatan Pengawasan (pengungkit 5)

2. Membuat rencana aksi untuk tahun berjalan dalam Penguatan

Pengawasan, beserta target - target capaiannya

3. Mengawal pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit



-15-

5 yaitu Penguatan Pengawasan.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi akan persentase capaian target.

5. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelalsanaan pembangonan Zl

terutama untuk pengungkit 5 yaitu Penguatan Pengawasan.

6. Menyelesaian permasalahan yang muncul selama pelaksanaan

pembangunan Zl terutama untuk pengungkit 5 yaitu Penguatan

Pengawasan.

7. Menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung

pelaksanaan operasional Penguatan Pengawasan.

Fungsi:

l. Sebagai pen5rusun, pelaksana, dan pengontrol untuk pelaksanaan

pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 5 yaitu Penguatan

Pengawasan.

2. Sebagai penanggungiawab jika ada permasalahan terkait pelalsanaan

pembangunan ZI teruta:rrra untuk pengungkit 5 yaitu Penguatan

Pengawasan.

Tanggung Jawab:

1. Memastikan pelalsanaan rencana aksi dalam pengungkit 5 sesuai

dengan rencana aksi yang disusun.

2. Memastikan monitoring evaluasi terlaksana secara rutin.
3. Memastikan adanya penyelesaian jika ditemukan permasalahan atau

ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk
pengungkit 5 yaitu Penguatan Pengawasan.

4. Melakukan pembaharuan kegiatan pembangunan ZI sesuai dengan

perkembangan ilmu dan teknologi.

Peran Anggota dalam Pengungkit 5

Tugas Pokok:

1. Menyusun program kerja area penguatan pengawasan.

2. Berkoordinasi dengan tim perencanaan dan anggaran fakultas dalam

melaksanakan program kerja area penguatan pengawasan.

3. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja
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setiap triwulan.

4. Berkoordinasi dengan tim perencanaan fakultas dan universitas dalam

pelaporan pencapaian kinerja triwulan dan tahunan.

5. Menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung

pelaksanaan operasional penguatan pengawasan.

Tanggung Jawab:

1. Memastikan pelaksanaan rencana aksi dalam pengungkit 5 sesuai

dengan rencana aksi yang disusun.

2. Memastikan monitoring evaluasi terlaksana secara rutin.

3. Memastikan adanya penyelesaian jika ditemukan kesenjangan atau

permasalahan dalam pelaksanaan pemban glrran Zl terutama pada

area pengungkit 5 penguatan Pengawasan.

4. Melakukan pembaharuan kegiatan pembangungan ZI sesuai dengan

perkembangan ilmu dan teknologi.

Peran Koordinator dalam Penguagkit 6

T\rgas Pokok:

1. Menyusun program kerja pemban glnan ZI berdasarkan indikator

dalam peningkatan kualitas pelayanan publik (pengungkit 6).

2. Membuat rencana aksi untuk tahun berjalan dalam peningkatan

kualitas pelayanan publik , beserta target - target capaiannya.

3. Mengawal pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit

6 yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi akan persentase capaian target.

5. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pembangnan ZI

terutama untuk pengungkit 6 yaitu peningkatan kualitas pelayanan

publik.

6. Menyelesaian permasalahan yang muncul selama pelaksanaan

pembangunan Zl tenfiarna untuk pengungkit 6 yaitu peningkatan

kualitas pelayanan publik.

7. Menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung

pelaksanaan operasional peningkatan kualitas pelayanan publik.
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Fungsi:

1. Sebagai pen1rusun, pelaksana, dan pengontrol untuk
pembangunan Zl terutama untuk pengungkit 6 yaitu

kualitas pelayanan publik.

2. Sebagai penanggungiawab jika ada permasalahan terkait

pembangunan Zl terutarra untuk pengungkit 6 yaitu

kuditas pelayanan publik.

pelaksanaan

peningkatan

pelaksanaan

peningkatan

Tanggung Jawab:

1. Memastikan pelaksanaan rencana aksi dalam pengungkit 6 sesuai

dengan rencana aksi yang disusun.

2. Memastikan monitoring evaluasi terlaksana secara rutin.

3. Memastikan adanya penyelesaian jika ditemukan permasalahan atau

ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk
pengungkit 6 yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Melakukan pembahaman kegiatan pembangungan ZI sesuai dengan

perkembangan ilmu dan teknologi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal Jlt
Rektor Universitas I

fi1us\"9 eqtz
ndonesra,

g"
f. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.
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